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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Merujuk pada hasil kajian dan analisis yang sudah diuraikan sebelumnya 

maka bisa disimpulkan: 

1. Implementasi pelimpahan kewenangan tindakan medis  kepada perawat di 

Puskesmas Kabupaten Kerinci  

 Di wilayah Kabupaten Kerinci, pelimpahan tanggung jawab dari dokter 

kepada perawat di Puskesmas yang berlokasi di kawasan perkotaan 

dilaksanakan melalui dokumen resmi dan ada prosedur operasional standar 

yang telah ditetapkan, serta formulir pelimpahan kewenangan yang 

digunakan sebagai dasar hukum. Dengan demikian, setiap tindakan medis 

yang dilaksanakan oleh perawat telah memperoleh persetujuan tertulis dari 

dokter. Sebaliknya, di Puskesmas yang berada di daerah pedesaan, sebagian 

besar pelimpahan tugas hanya dilaksanakan secara verbal. Fasilitas tersebut 

tidak memiliki standar prosedur operasional yang jelas, tidak tersedia 

formulir pelimpahan, dan sebagian besar tindakan medis dilaksanakan 

langsung oleh perawat karena keterbatasan jumlah tenaga dokter 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelimpahan tindakan medis 

kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci 

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Tindakan 

medis dokter kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Kerinci disebabkan 
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tidak tersedianya form pelimpahan wewenang sehingga perawat dan dokter 

yang berkerja di pelayanan tidak melakukan pelimpahan secara tertulis. 

Tindakan tersebut dapat menyebabkan ketidak jelasan dalam tanggung jawab 

hukum bila terjadi kesalahan atau masalah dalam Tindakan medis yang 

dilimpahkan. Kemudian juga factor tidak adanya Standar operasional 

prosedur di puskesmas juga menjadi penghambat dalam dalam pelimpahan 

wewenang dari dokter kepada perawat. Serta factor Kurangnya komitmen 

dari petugas Kesehatan yang ada di puskesmas untuk menjalankan regulasi 

yang ada karna melihat selama ini yang terjadi tanpa adanya pelimpahan 

wewenang yang dilakukan secara tertulis.  

3. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan pelimpahan 

kewenangan oleh dokter kepada perawat di puskesmas Kabupaten Kerinci  

Dinas Kesehatan berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 

serta fasilitas penunjang Kesehatan yang mudah diakses. Selain itu dinas 

Kesehatan juga harus mensosialisasikan regulasi dan undang undang 

Kesehatan dan permenkes yang mengatur tentang pelimpahan wewenang 

dokter kepada perawat, pemenuhan SDM dokter dan perancanaan pelatiahan 

dan pendidikan yang berkelanjutan 

Puskesmas harus berupaya mengembangan standar operasional prosedur 

yang jelas dan koprehensif untuk setiap Tindakan medis yang dapat 

didelegasikan kepada perawat serta terus memantau dan mengevaluasi. SOP 

yang sudah dibuat. 

Perawat perlu terus meningkatkan kompetensi dan keterampilannya melalui 



86 

 

 
                                                                              UNIVERSITAS BUNG HATTA 

pelatihan dan Pendidikan yang berkelanjutan selain itu perawat harus mampu 

memahami SOP dan mampu melaksanakan dengan benar dengan tetap harus 

berkolaborasi dengan dokter dan tenaga Kesehatan lainnya untuk 

memberikan pelayanan Kesehatan yang optimal kepada pasien. 

Upaya yang bisa dilakukan dokter untuk memastikan pelimpahan wewenang 

bisa terlaksana dengan baik dokter harus percaya pada kemampuan perawat 

untuk melaksanakan tugas pendelagasian dengan aman dan efektif Ketika 

dokter berhalangan dalam memberikan pelayanan sehingga memastikan 

Masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik. Disamping itu dokter juga 

harus memahami regulasi yang memngatur pelimpahan wewenang dokter 

kepada perawat.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakan oleh penulis maka dengan 

banyaknya kendala dalam pelimpahan weweng di fasilitas pelayanan kesehatan 

di puskesmas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut ; 

1. Kepada pemerintah daerah dalam hal pemenuhan SDM Kesehatan perlu 

dilaksanakan evaluasi terhadap standar kecukupan tenaga dokter di 

puskesmas dan untuk mencukupinya dalam perencanaan perekrutan tenaga 

dokter kedepannya. 

2. Kepada instansi Pembina dinas Kesehatan dan Puskemas dalam 

implementasi pelimpahan wewenang Tindakan medis dokter kepada perawat 

sebaiknya dilaksanakan sosialisasi tentang hukum Kesehatan dan permenkes 

yang mengatur pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat 



87 

 

 
                                                                              UNIVERSITAS BUNG HATTA 

dan seluruh tenaga Kesehatan yag ada di puskesmas. untuk tim manajemen 

Puskesmas untuk selalu mengawasi langsung SOP tentang pelimpahan 

wewenang tersebut agar berjalan terus menerus. 

3. Kepada dokter dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang harus dilaksanakan 

secara tertulis dan jelas dan kepada perawat dalam menerima pelimpahan 

wewenang harus berkomitmen untuk selalu mengingatkan dokter untuk 

menulis instruksi dengan jelas 

     Kepada perawat dan dokter di puskesmas agar berkomitmen dan senantiasa 

mengikuti SOP dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan Masyarakat 
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